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ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan babwa Negara
Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaas), tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (machstaat). Ini berarli bahwa Indonesia adalah Negara
hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung
tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dsn pemerintahan serta wajib menjunjung
tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada keeualinya. Bagi
Bangsa Indonesia yang saat ini tengab dirundung krisis multidimensi,
kejahatan korupsi menjadi permasalahan npasional yang membutuhkan
penanganan serius, jika tidak hendak dikatakan sebagai negara sudah dalam
keadaan emergency. Hal ini dikatakan demikian, sebab kasus-kasus korupsi
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah
meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah
kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan
semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan
masyarakat. Hasil susvey Transparency Internaiional Indonesia (TIl)
menunjukkan Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dan
133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar, dibandingkan
Indonesia, Nilai Indeks Persepsis Korupsi (IPK) Inddonesia ternyata lebih
rendah daripada negara-negara tetangga seperti, Papua Nugini, Vietnam,
Filipina. Malaysia, dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, negara-
negara ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan negara yang stdang
mangalam: konflik seperti Angola, Azerbaijan, Tajikistan, dan Haiti. Salah
satu sumber keboeoran keuangan negara adalah terjadi pada pengadaan
barang pada instansi pemerintah yang di dalam Keppres Nomor 18 Tahun
2000 jo Keppres Nomor 80 Tahun 2003 hanya mengatur hubungan antara
peagguna barang dengan penyedia barang. Dengan menggunakan pendekatan
penilitain yang bersifat normatif dengan menggali beberapa aspek tentang
pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan di Sumatera Utara di
dapat kesimpulan bahwa peluang terjadinya tindak pidana korupsi disebabkan
oleh instrumen hukum di bidang pengadaan barang pemerintah memiliki
beberapa kelemahan di antaranya tentang sistem penetapan harga penaksiran
sendiri, serta penggunaan sistem pengawasan yang hanya bersifat internal.
Untuk melihat putusan hukum atas tindak pidana dalam bidang pengadaan
barang ditelaah dua putusan Pengadilan WNegeri, yakni Putusan PN Padang
Sidempuan Nomor 184/Pid B/2004/PN.PSP dalam Perkara Proyek
Peningkatan Pendidikan Dasar di Tapanuli Selatan dan Putusan PN Tarvtung
Nomor 8/Pid.B/2000/PN. T:t dalam kasus Pengadaan Pertapakan Tanah
Kantor Bupat Toba Samosir. Dari dua kasus ini terbukti bahwa untuk
pembuktian perbuatan melawan hukum secara formi! dalam pengadaan
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barang terjadi perbedaan pandang di tingkat majelis hakim. Sebagai masukan
kepada pihak-pihak yang tertibat dalam pengadaan barang sebaiknya
ketentuan tentang pengadaan barang harus dilakukan perbaikan dengan
melibatkan multi pibak yang berkepentingan dengan menetapkan standard
harga sesuai dengan ketcntuan mekanisme pasar yang berlaku.
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ABSTRACT

In the Undang-Undang Dasar 1945 Constitute insist that the Indonesian
natton is a constitutional saete based (Rechtstaar), it is not based on a merely power
(machseaat). This means that Indonesia is based on coustitution, hold democratic
bases Pancasila and UUD 1945 Constitute, respect the human right highly, and treat
all the citizen have equal position before law and the government is subject to respect
the iaw and the government itself no exception. ¥or Indonesian people currently is
dogged by a mulu dimension crisis, the corruption crimes has become a national
problems that require a serious handling, at least to ward off a brand with an
emergency condition. In regard with it, the corruption cases show an increasing year
by year. The corruption case is recognized a criminal act prevaience widely,
according to the quantity of cases s noted in high and cause a very high lost of
country, still if viewed from the quality point the criminal act in corruption become
more systematic and its scope is involving all aspects of life in society. According to
the survey by Transparency International Indonesia (T1I) showed that Indonesia is
the most corupting in 6 position out of 133 countries. On Asian regional, if
compared to Bangladesh abd Myanmar, noted that indonesia in the rate of the
corruption Perception Index (IPK) in fact is lower than the neighborhood countnes
such as Papua New Guine, Vietnma, Philippine, Malaysia, and Singapore. To the
world scope, the countries with a worst IPK rate than Ledonesia has ts perhaps the
country having contlict internal such as Angola, Azerbaijan, Tajikistan, and Haiti.
One of the leaking out to state finance is occurring on the supply of goods for
government procurement although regulased under a special rule of Keppres Number
i8 of 2000 jo Keppres Number 80 of 2003 there regulate only the refation between
the user of goods and the supplier. In this paper with a rescarch approaching in
nonnative method there digging up severa. aspects about the procuremeat in goods
and services found on the Provincial Government of Noith Sumatra by formal
practicing then taken conciusion that the chance to hold a corruption with cziminsl act
was offered by the instrument of acts on the governmental procurement there found
many weakness either concemiag the system to set with owner estimate price and on
the method to control the procurement is done :ntemally, In order to note the
adjudication on a criminal act for some procurement on goods there are inserpreted at
least two adjudications of City Court, namely as an adjudication of PN-Padang
Sidempuan Number 184/Pid B2004/PN-PSP in a case Project of tmprovement the
Primaty Education sector in Tapanuli Sejasen and an adjudication by PN-Tarutung
Dismnct Court Number 8/Pid.B/2000/PN Tit in the case Procurement of Building Site

3%17]
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for Office of Bupati Toba Samosir. On this both cases proved that by evidence seen
an act against the law formally in procurement of goods there found a difference with

interpretation on the judge accordingly. 1t shalt be recommended as an input perhaps

to thoce sides involved (n procurement of goods, urged to prepare a rule about the
procurement of goods that must be done formally, according to the rule m
govemment procurement perbaps to involve muiti-side including the side interested
to have a price standard 1n decision refers to the mechanism in market for the price as

valid,
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum konstitusi mengatur begitu tegas dan
supremasi hukum terelaborasi begitu jelas dalam dogma, doktrin, dan
Undang-Undang. Soal keharusan penegakkan hukum tanpa pandang bulu
(equality before the law). Sementara Korupsi di Indonesia bagaikan telab
menyatu dengan sistem (sistemik)’, bahwa sistem tersebut sangat sulit
ditembus, bahkan tidak mudah untuk menemukan cara untuk menembus
sistem tersebut dan menghancurkannya. Banyak usulan strategi anti-
korupsi. namun nampaknya tak ada yang efektif.

Bahkan ada anggapan lain bahwa tidaklab dapat disalahkan apabila
sekelompok orang menganggap bahwa pemberantasan korupsi di negara ini
merupakan sebuah mission impossibie, setidaknya dalam waktu dekat int.
Sarana legal fe:mal untuk melaksanakan pemberantasan korupsi sudah ada,

akan tetapi itu saja tidak eukup.

! Richawrd Hollloway, Memoab Belenggu Korupsi Sistzratik, Laporan Peexmaan
Proyek Beaorientasi Tujuan untuk Mengksji Svalegy Anti-Koruysi scara Meodalmn, kepada
Kemioaan Bag) Pembaharuan Tata Pemerintahan di Wodanesia, Agustes 2002. Dalam lapomn inj,
digambarkan bahwa telah bergeser dasi “mengontrol korupsi™ ke “menghancurien Korupsi”,
menggunakao analog) menghancurkan Jeerajaan-kerajaan lriminal dao mafa Menghancurkan dan
menumbangian (Wata Inggris Subver?), Selain itu, (ndonesia dalam kaf koiupsi dibaodingkan
dengap Negaia-vezaa bekas Uni Soviet (FSU)L Negama-otgara wysedid mowphkanya juga
ocagalami koups sieemmik. Baak Dunia belum lama ini berselang aengakui bahwa sUaegi
@eveka dalarn memerangi korupsi FSU tidak berjatan dengan baik dan pecfu perbakan.
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Mental artitude yang permisif terhadap korupsi sudah terlanjur
merusak dan marak,? tak mungkin diubah dalam waktu singkat betapapun
berat ancaman sanksinya. Namun hal ini tentu tidak boleb menyurutkan
keinginan sebagian besar masyarakat untuk memberantas korupsi, kolusi
dan nepotisme yang bila tidak dilakukan akan menggerogoti negara
sehingga terperosok makin parah.

[tulab yang rii} terjadi. Kekuasaan lebih utama dari hukum. Produk
legislasi lebih mencerminkan kemauan penguasa daripada kehendak rakyat.
Kekuasaan dan hukum, praktis menjadi dua entitas yang menjalin dici
dengan sangat menyatu, dimana hukum dibuat dan disahkan oieh kesadaran
kekuasaan sebagai anak sulung yang senantiasa menerobos ke celah-celah
yang mudah direkayasa sehingga hukum lebib dirasakan sebaga alat
penguasa, ketimbang sebagai kontro! kekuasaan A

Variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum refresif yaitu : peran
paksaan dalam hukum, hubungan hukum dan politik, negara, morai serta

diskresi dan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum.' Sistem hukum

yang demikian tak pernah lagi memunculkan wajah hukum yang memihak

? Harkristuri Harkrsnowo, “Korupsi, Konspirasi dan Keadifan di Indonesia’, Salah satu
tulisan pada Dictum : Jumnal Kajian Putusan Pengadilan, Lei P. Edisi [, Tahun 2002, halaman 71.

> § Brodio Soedjono, Makalah dengmn judul “Hukwm Refresif dan Sistem Produksi
Hukum yang Tidak Demotkrails™, halaivan 357 Jumal Hukum : [us Quia lustum, Edisi No : 13 Vol
7, 2000, Jakarta.

* Hukum Refresif, yaitu sebagai alat kekamsaan repeesif. Tipe hukum ini bertujuan
@=mperalankan swus quo penguzsa yang kerap kali ditwzpkan deogan delih menjamin
keeroban. Dengan demikian hukum ini dilwpusan sxara rinci wituk mengikat sctiap orang,
kemali pengiexsa pem buat kukum.
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C. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas KKN

Undang-Undang Nomor 30 Tzhun 2002 tentang Komisi Penanggulangan
Korupsi.

Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
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